BAB VI
SARAN

Saran yang dapat disampaikan untuk apotek dan calon

apoteker yang akan menjalankan Praktek Kerja Profesi (PKP)

Apoteker baik di Apotek Kimia Farma maupun di apotek lain yaitu :

1.

Mahasiwa Program Studi Profesi Apoteker yang akan
menjalankan PKP Apoteker hendaknya mempersiapkan diri
terkait denan ilmu tentang obat-obatan, pekerjaan
kefarmasian, peraturan perundang-undangan terkait, dan
sistem manajemen di apotek melaksanakan PKP.

Mahasiwa Program Studi Profesi Apoteker hendaknya aktif
dalam melaksanakan PKP Apoteker, karena sangat banyak
pengetahuan dan keterampilan yang tidak diajarkan di
perkuliahan namun bisa diperoleh pada saat melaksanakan
PKP Apoteker.

Mahasiwa Program Studi Profesi Apoteker hendaknya
mempersiapkan diri terkait kemampuan berkomunikasi yang
baik dan berperilaku baik selama PKP Apoteker sehingga
dapat berinteraksi dengan pasien maupun pegawai apotek
lainnya baik apoteker, asisten apoteker, juru racik, pegawai
umum.

Apotek Kimia Farma 26 sebaiknya dapat mencantumkan
SOP setiap proses pelayanan di masing-masing area terkait
sehingga dapat menjamin konsistensi mutu pelayanan yang
diberikan.

Apotek Kimia Farma 26 sebaiknya dapat meningkatkan

pelayanan kefarmasian yang dilakukan sesuai dengan
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Standar Pelayanan Kefarmasian terkait dengan pelayanan
home care, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek
samping obat (MESO), dan menjalankan form Patient
Medication Record agar dapat membantu menjamin
pelayanan kefarmasian yang diterima oleh pasien.

Apotek Kimia Farma 26 perlu menyediakan peralatan untuk
mempermudah peracikan atau persiapan obat seperti tablet
counter untuk menghindari resiko kesalahan selama

peracikan.
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